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PUTUSAN
Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cilegon  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  yang  dilangsungkan  secara  elektronik,  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan

oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang 23 April 1993, umur 31 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

tinggal  di  Link.  Belumbang  RT.005  RW.002  (Rumah  Bapak

Bahrudin BR) Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota

Cilegon  Provinsi  Banten;  dengan  domisili  elektronik  pada

alamat Email: dharusy@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT,  tempat dan tanggal lahir Ciwandan 12 Februari  1988, umur 36

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan

Honorer, tempat tinggal di Link. Karang Jetak RT.006 RW.002

(Rumah  Ibu  Halelah)  Kelurahan  Banjarnegara  Kecamatan

Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak  Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  17

Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
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dengan register perkara Nomor  652/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  isteri  sah  dari  Tergugat yang  telah

melangsungkan pernikahan pada hari  Ahad tanggal  14 Februari  2021 di

hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten. Sebagaimana terbukti dalam Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0051/018/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021; 

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup  bersama

terakhir  tinggal  di  rumah  Orangtua  Penggugat  beralamat  di  Link.

Belumbang RT.005 RW.002 Kelurahan Tegal  Ratu Kecamatan Ciwandan

Kota Cilegon Provinsi Banten;

3. Bahwa selama  hidup   berumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami  isteri  (ba’da

dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :  ANAK, Laki-

Laki,  Lahir  di  Cilegon,  22  Maret  2022,  Usia  2 tahun,  Pendidikan Belum

Sekolah, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa  semula  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2021 atau tepatnya

5 (lima)  bulan setelah pernikahan mulai tidak harmonis dan sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  yang

disebabkan oleh:

4.1.Tergugat tidak mau berhubungan badan dengan Penggugat sejak

mengetahui Penggugat hamil dengan alasan capek;

4.2.Tergugat  menjalin  hubungan  dengan  beberapa  pria (homo)

bernama Aden, Marko, Iyan, yang kemudian diketahui Penggugat dari

handphone Tergugat;

4.3.Tergugat diketahui  berhubungan  badan  dengan  pria  (homo)

bernama Iyan sebelum menikah dengan Penggugat;

4.4.Tergugat  sering mengirim chat mesra dan mengirim video yang

tidak sepantasnya (telanjang) kepada pria (homo) tersebut;
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5. Bahwa  akibat dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak tanggal 10 November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 11

(sebelas)  bulan  Penggugat dan  Tergugat telah  berpisah  tempat  tinggal

karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas)

bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka  Penggugat merasa

rumah tangga antara  Penggugat dan  Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi,  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa  mengingat  Tergugat bekerja  sebagai  Karyawan  Honorer  di

Kementerian  Perhubungan  dengan  penghasilan  per  bulan  sejumlah  Rp.

3.100.000,-  (tiga  juta  seratus  ribu  rupiah)  maka  jika  terjadi  perceraian

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama

masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

mut’ah berupa Emas sebesar 10 g (sepuluh gram) yang harus dibayarkan

sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

nafkah  iddah  dan  mut’ah,  Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menahan Akta

Cerai  atas  nama Tergugat  sampai  dengan  Tergugat  memenuhi  tuntutan

Penggugat;

11. Bahwa  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  selama  ini  tinggal

bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak

itu  sendiri  dan  rasa  kasih  sayang  Penggugat  terhadap  mereka,  maka
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Penggugat  mohon  agar  anak-anak  tersebut  ditetapkan  berada  dalam

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  sangat

membutuhkan  biaya  pemeliharaan,  biaya  pendidikan  dan  kesehatan

sampai  dengan  dewasa/mandiri  yang  ditaksir  per  bulan  sejumlah  Rp.

1.500.000,-  (satu  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  oleh  karena itu  Penggugat

mohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk  memberikan  nafkah  untuk  anak

tersebut  per  bulan  yang diberikan melalui  Tergugat  sejak  amar  putusan

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima)

sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat mohon  kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum  Tergugat untuk  membayar  kepada  Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 1.500.000 x 3 bulan

dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2.Mut’ah berupa Emas sebesar 10 g (sepuluh gram);

 Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Cilegon  untuk

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;

4. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas  anak-anak

yang bernama:  ANAK, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 22 Maret 2022, Usia 2

tahun,  dengan  tetap  memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat  untuk

mengunjungi anak tersebut;
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5. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas

sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang

diberikan  melalui  Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan

sampai  anak-anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  sebesar  5

(lima)  sampai  dengan 10 (sepuluh)  persen setiap  tahunnya diluar  biaya

Pendidikan dan Kesehatan;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara

menasehati  Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  dibacakan  surat

gugatan  Penggugat  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum,  yang  maksud  dan

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  tidak  dapat  didengar

jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa : 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  3672046304930004  atas  nama

Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah
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bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1

dan diparaf; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0051/018/II/2021  Tanggal  15

Februari  2021  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dicatat  dan

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA Ciwandan  Kota  Cilegon

Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi

tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi  Akte  Kelahiran  Nomor  3672-LT-16062022-0060,  dicatat  dan

dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-

nazegeling,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf; 

1. Bukti Saksi

 SAKSI  1,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  tempat tinggal  di  LINK.  belumbang RT.  05  RW.02 Kelurahan

Tegal  Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi  Banten,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  kakak

kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama

di Link Belumbang Tegal Ratu, Ciwandan, Cilegon;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikarunia  1

orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  berjalan

rukun dan harmonis namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
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disebabkan Tergugat mempunyai kelainan memiliki hubungan khusus

dengan sesame jenis;

- Bahwa saksi melihat sendiri ada pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa  sejak  Januari  2024Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai

saat ini mereka telah berpisah 11 bulan lamanya dan selama berpisah

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik

lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

 SAKSI  2,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di LINK. belumbang RT. 05 RW.02 Kelurahan

Tegal  Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi  Banten,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  kakak

kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama

di Link Belumbang Tegal Ratu, Ciwandan, Cilegon;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikarunia  1

orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  berjalan

rukun dan harmonis namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan Tergugat mempunyai kelainan memiliki hubungan khusus

dengan sesame jenis;

- Bahwa saksi melihat sendiri ada pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;
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- Bahwa  sejak  Januari  2024Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai

saat ini mereka telah berpisah 11 bulan lamanya dan selama berpisah

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik

lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan  Tergugat tidak pernah hadir  di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

gugatan  Penggugat  dan  mohon  putusan  dengan  mengabulkan  gugatan

Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk  kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  hadir  di  muka  sidang,  sedangkan

Tergugat  meskipun  padanya  telah  dilaksanakan  pemanggilan  oleh  Jurusita

Pengadilan  Agama  Cilegon  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  103  Ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap

di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal

125 Ayat (1) HIR;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam

setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-

sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82

Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan

tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,

maka  proses  mediasi  tidak  diwajibkan  dalam  perkara  aquo,  sebagaimana

maksud  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa dalam sidang  pemeriksaan  pokok  perkara  yang

diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal

80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sedang  terhadap  gugatan  yang  dibacakan  tersebut  Penggugat  menyatakan

tetap pada gugatannya;

Menimbang,  bahwa terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses

selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P1

sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhamad

Iq  bal  Silahi  bin  Bahrudin dan  Imam  Tafaqqoni  bin  Bahrudin serta  akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  bukti  P1  sampai  dengan  P3  tersebut  telah

dicocokkan  dan  telah  sesuai  dengan  aslinya  dan  bermeterai  cukup  serta

dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  pembuktian  dan  memiliki  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 dan Pasal

1888 KUHPerd, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa KTP, terbukti  bahwa

Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Kota  Cilegon,  karenanya

Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P2 tersebut terbukti  Penggugat

dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Ciwandan Kota

Cilegon  Provinsi  Banten,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  Penggugat

memiliki  legal standing dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan

kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Akta Kelahiran, terbukti

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anaka Bernama ANAK,

lahir 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah

disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR, saksi pertama

dan  saksi  kedua  adalah  orang  dekat  Penggugat  dan  Tergugat,  hal  mana

merupakan  orang-orang  yang  patut  didengar  kesaksiannya  sebagaimana

maksud  Pasal  76  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  di  persidangan  saling

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait  perkawinan Penggugat

dan  Tergugat,  tempat  tinggal  setelah  perkawinan,  ada  atau  tidak  adanya

keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini

telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan sejak berpisah

tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah

diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  di  atas  terbukti  saling

bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil

surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo.

Pasal  171  HIR,  sehingga  majelis  hakim  menilai  secara  formil  dan  materil

keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang

dihubungkan  dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  maka  dapat  diperoleh

fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

· Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan 

yang sah sejak tanggal 14 Februari 2021;

· Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun

selayaknya suami isteri namun sejak Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

· Bahwa  saat  ini  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  tidak

harmonis  dan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

karena Tergugat tidak mau diajak berhubungan layaknya suami isteri  lagi

dan ternyata Tergugat telah memiliki kelainan berhubungan dengan sesama

jenis (homo);

· Bahwa  akibat  perselisihan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lalu;

· Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak

terjalin  komunikasi  yang  baik  dan  telah  tidak  saling  menghiraukan  serta

telah tidak tinggal serumah lagi;

· Bahwa  pihak  keluarga  pernah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

· Bahwa  hasil  perkiawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikarunia  1

orang anak Bernama ANAK, lahir 22 Maet 2022 yang saat ini berada dalam

pengasuhan Penggugat dengan kondisi baik-baik saja;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  menikah  dan

secara  yuridis  normatif  telah  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan

Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  yang

sangat  kuat  (mitsaqan  ghalidzan)  antara  suami  dan  isteri,  yang  diantara

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu

sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan

keluarga  sakinah  mawaddah  wa  rahmah sebagai  perwujudan  tujuan

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah  menunjukkan

kronologis  suatu  peristiwa  hukum yang  dimulai  dengan  adanya  perkawinan

yang  sah  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak  tanggal  14  Februari  2021

kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi

rumah  tangganya  tidak  harmonis  lagi  disebabkan  Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih  11 bulan  tanpa komunikasi

yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa sebagai  pasangan suami  istri  yang sempat hidup

rukun  membina  rumah  tangga,  kemudian  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat  berubah  menjadi  tidak  rukun  karena  Tergugat  enggan  diajak

berhubungan layaknya  suami  istri  dan telah  mempunyai  kelainan  hubungan

dengan   sesama  jenis  (homo),  akibatnya  Tergugat  pergi  meninggalkan

kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah

tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berpisahnya  tempat  tinggal  pasangan  suami  istri

dalam  rumah  tangga  tidak  identik  dengan  perceraian,  karena  tidak  sedikit

pasangan suami istri  yang telah berpisah tempat tinggal  justeru mendapatkan

pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya
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untuk  rukun  lagi  seperti  sedia  kala.  Namun  lain  halnya  dengan  kondisi

hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat,  kronologis  fakta  persidangan

menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak

saling  menghiraukan  satu  sama  lain  serta  komunikasi  Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa

hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada

dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya

menegaskan  adanya  keretakan  yang  berimplikasi  pada  hilangnya

keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal  11 bulan lalu sampai

sekarang,  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  pernah  tinggal  bersama  lagi,

komunikasi  pun  tidak  terjalin  dengan  baik dan  tidak  mengarah  kepada

kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta

ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia

dan memberi bantuan lahir bathin  satu sama lain  sebagai kewajiban bersama

suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan,  karena  komunikasi  dan  kebersamaan  sebagai

media  utama  untuk  itu  tidak  pernah  terwujud  lagi  dalam  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya

sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu

adalah  suatu  bentuk  perkawinan  yang  kontradiktif  dengan  tujuan  dasar

perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia  dan kekal  sebagaimana maksud Pasal  1  Undang-undang Nomor  1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut,

maka  perkawinan  akan  sulit  memberikan  kebahagiaan  bagi  masing-masing

pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  urutan  pertimbangan  sebagaimana

terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan
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Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat

dirukunkan  lagi  karena  perselisihan  yang  terjadi  telah  berjalan  secara  terus

menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah

(broken  marriage)  sebagaimana  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

hanya  akan  mengakibatkan  lebih  banyak  kemudaratan  dalam  bentuk

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya

akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

أ الْمَصَالحِأ جَلبِْ علَىَ مأقَدمّأ الْمَفَاسِدأ درَْأ
Artinya:  ”Menolak  kemudaratan  harus  lebih  diutamakan  daripada  mencari

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  hal-hal  yang  di  atas,  maka  gugatan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

yang diatur  dalam Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  juncto  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yakni  adanya

perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri  yang sangat sulit

dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat

untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka berdasarkan Pasal  119 ayat  (2) huruf  c Kompilasi  Hukum Islam

gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in

shugra Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Penggugat  terkait  hak

pengasuhan atas anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun yang merupakan

anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh

Penggugat,  dikarenakan  perceraian  yang  dimohonkan  oleh  Penggugat

dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  tujuan  pemeliharaan  anak  berdasarkan  Pasal  3

Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pada

dasarnya adalah untuk kepentingan anak,  baik  untuk  pertumbuhan jasmani,
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rohani,  kecerdasan  intelektual  maupun  agamanya.  Selain  itu,  adalah

dimaksudkan untuk  menjamin  terpenuhinya hak-hak anak agar  dapat  hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak

mulia, dan sejahtera; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41  huruf  (a)  Undang-Undang

Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa “baik ibu atau

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik  anak-anaknya,  semata-

mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”; 

Menimbang,  bahwa  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  menentukan

bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah  hak  ibunya,  sedangkan  pemeliharaan  anak  (hadhanah)  yang  sudah

mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di

antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang,  bahwa anak yang bernama ANAK baru berusia 2 tahun,

sehingga termasuk dalam kategori belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal

105 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut seharusnya berada dalam asuhan

Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang,  bahwa  senyatanya  selama  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah tempat tinggal, anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan dan

pemeliharaan  Penggugat,  dimana  selama  itu  pula  telah  terjamin  kebutuhan

kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Penggugat maupun

anggota  keluarga  lainnya  yang  mencerminkan  penelantaran  dan  kekerasan

terhadap anak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  dan  guna

kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu kandungnya

merupakan  tindakan  yang  tepat  dan  lebih  banyak  manfaat  ketimbang

memisahkannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sudah terdapat

cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu
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demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan

pemeliharaan anak Penggugat  dan Tergugat  tersebut  berada dalam asuhan

dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang,  bahwa  meskipun  pengadilan  telah  memutuskan  hak

pengasuhan  dan  pemeliharaan  kepada  Penggugat  selaku  ibu  kandungnya,

akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung

anak yang bernama ANAK untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih

sayang  lahir  dan  batin  kepada anak  tersebut,  sehingga  anak tersebut  tidak

kehilangan  figur  seorang  ayah  dari  Tergugat,  olehnya  itu  Penggugat  selaku

pemegang  hak  asuh  anaknya,  tidak  diperkenankan  melarang  ataupun

menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut

dalam  waktu-waktu  tertentu  yang  telah  disepakati  oleh  Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  terkait  dalil  posita  dan  petitum  Penggugat  yang

menuntut nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai

berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  SEMA No.  3  Tahun  2018  tentang

Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, untuk mengakomodir PERMA

No.  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan

Berhadapan dengan Hukum meyatakan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat

dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dan untuk menentukan nafkah

iddah,  mut’ah  dan  nafkah  anak,  tentu  harus  mempertimbangkan  fakta

kemampuan ekonomi Tergugat dan harus di  dukung alat bukti,  tetapi sesuai

fakta dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang relevan

yang terkait pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  149  huruf  (a)  KHI,

bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

mut’ah yang layak kepada bekas isterinya,  sementara dalam perkara a quo

perkawinan  Penggugat  telah  dijatuhkan  keran  perceraian  oleh  Pengadilan

bukan akibat talak yang dijatuhkan Tergugat/Suami;
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Menimbang,  bahwa selain  dari  pada  itu,  nafkah  mut’ah  sebagaimana

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, menurut jumhur ulama fiqh (dalam

kitab  Bidayatul  Mujtahid,  Jilid  II)  bahwa  isteri  yang  melakukan  khulu’  tidak

berhak mendapatkan mut’ah.  Berdasarkan hal  tersebut,  menurut  pandangan

Majelis baik  perceraian karena khulu’ maupun karena dijatuhkan Pengadilan

mempunyai akibat yang sama yaitu talak ba’in sughra sebagaimana pekara a

quo sehingga gugatannya tidak beralasan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta

dalam  persidangan  sebagaimana  disebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat oleh karena gugatan Penggugat terhadap tuntutan nafkah iddah,

mut’ah dan nafkah anak maka harus dinyatakan di tolak;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama  dengan  segala  perubahannya,  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu  bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan  anak  Bernama ANAK,  umur  2  tahun,  berada dalam hak

asuh (hadlanah) Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).    

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Cilegon  pada  hari  Selasa  tanggal  10  Desember  2024  Masehi

bertepatan dengan tanggal  8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh  Umi Fathonah,
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S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy dan Ilmas, S.H.I., M.Sy.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk  umum,  dan  disampaikan  kepada  para

pihak  melalui  Sistem Informasi  Pengadilan  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wadihah, S.H.I. sebagai Panitera

Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

 

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

 

Wadihah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp.   75.000,-

3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp.  66.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-
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6. Biaya Meterai : Rp.    10.000,-

JUMLAH : Rp.  211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).
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